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‘Bukan Solusi Utama

WACANA penerapan kebijakan pem-  Elki Setiyo Hadi, menilai, kebijak- penggunaan retribusi yang akan di-
‘buangan sampah berbayar di depo an tersebut tidak akan efektif tan- tarik dari masyarakat. Ditambah-
penampungan sementara oleh Pem-  pa adanya perencanaan yang jelas kannya, saat ini Dinas Lingkungan
kot Yogyakarta mengundang sorot- mengenai Hidup (DLH) kota belum memiliki
an banyak pihak. y i rencana terpadu untuk menangani

Kadiv Kampanye permasalahan sampah dari hulu ke
Walhi DIY, hilir.

“Jika retribusi ini hanya sekadar
menjadi beban bagi masyarakat tan-
pa solusi konkret, maka kebijakan
ini berpotensi hanya akan menam-
bah kegaduhan di masyarakat,”

ujarnya, Jumat (1/11). -

‘la juga menyampaikan, meski-
pun kebijakan ini bertujuan untuk
menekan konsumsi yang berlebih-

an dan mencegah penumpuk-

. BA I AR an sampah, tidak akan
Ny KI LOAN @ kehalaman7

@® Pemkot Yogyakarta menggulirkan wacana penerapan
kebijakan pembuangan sampah berbayar di depo.

@ Uiji coba sistem buang sampah berbayar sudah
berlangsung pada 29 Oktober hingga 4 November
2024 ini secara bergantian di beberapa depo dan
akan dilanjutkan di lokasi lainnya.

@ Sepanjang masa uji coba, petugas hanya
melakukan penimbangan bobot sampah
yang hendak®ibuang warga ke depo.

. @ Setelah ditimbang, warga akan menerima catatan
berisi berat sampah dan perkiraan biayanya jika
] kelak rencana itu sudah diterapkan.

@ Sampah terpilah dikenai refribusi dengan besaran
Rp500 per kilogram, sedangkan yang belum terpilah
. dikenai Rp1.000 per kilogram.

Wacana ini mendapat tanggapan beragam dari
b publik Kota Yogya, terutama masyarakat, Kare-
b na jadi lebih ribet dan adanya antrean panjang.

-



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id

Bukan Solusi

 Sambungan Hal 1

ada dampak signifikan jika
tanpa dibareng sistem yang
terintegrasi. “Permasalahan
sampah bukan hanya terkait
limbah yang akan dihasilkan
ke depan, tetapi juga menca-
kup sampah eksisting yang
belum . tertangani dengan
baik,” jelas Elki.

Elki menegaskan bahwa
masyarakat, meskipun terbe-
bani dengan retribusi, akan
tetap membayar karena itu
menjadi kebutuhan sehari-
hari. Namun, ia meragukan
apakah kebijakan ini dapat
menyelesaikan permasalah-
an yang ada.

“Selama Pemkot Yogyakar-
ta belum mengembangkan
sistem yang menyeluruh un-
tuk mengatasi sampah, per-
ubahan retribusi seperti ini
hanya akan memberikan te-
kanan tambahan kepada war-
ga tanpa memberikan -solusi
yang nyata,” tandasnya.

Hal senada disampaikan
Deputi Direktur Walhi DIY, Di-

mas R Pradana, yang mene-

gaskan bahwa kebijakan ini
bukanlah solusi utama un-
tuk mengatasi permasalah-
an sampah yang kompleks di
Kota Yogya. Menurut Dimas,
persoalan mendasar dari ma-
salah sampah di Yogyakarta
terletak pada tata kelolanya

. yang belum optimal.

“Kebijakan sampah ber-
bayar hanya menyentuh
permukaan masalah. Akar
permasalahan sebenar-
nya terletak ‘pada bagaima-
na kita mengelola sampah
dari hulu hingga hilir,” te-
gas Dimas sembari menye-
but bahwa retribusi sampah
semata tidak akan menye-
lesaikan masalah jika tidak
diiringi dengan perbaikan
sistem pengelolaan sampah
secara menyeluruh.

} Jangan gegabah

Wakil Ketua DPRD Kota
Yogyakarta, Triyono Hari
Kuncoro, mendesak ekse-
kutif supaya tidak gegabah
dalam menerapkan kebijak-
an pembuangan sampah
berbayar di depo tersebut.
“Saya dengar dari masya-

rakat, itu sudah mulai di-
ujicobakan. Tapi, baiknya
dipertimbangkan lagi, ka-
rena sebenarnya masalah
sampah itu sudah selesai
di penganggaran, dari hulu
sampai hilir,” tandasnya.

Sehingga, ia menilai, su-
dah seharusnya masyarakat
tidak dibebani lagi dengan
retribusi, ketika hendak me-
lakukan pembuangan limbah
di depo. Padahal, selama ini,
warga Kota Yogyakarta su-
dah mengemban kewajib-
an rutin setiap bulan, untuk
membayar iuran pengelolaan
sampah.

“Retribusi sudah ada, ja-
ngan sampai dobel. Karena
sudah kena iuran rutin, te-
rus ketika mau membuang
di depo warga kena lagi. Jadi
semakin susah nanti. Sudah
membuang sampahnya saja
sulit, malah diswuh mem-
bayar, kan kasihan warga,”
tambah Kuncoro.

Oleh sebab itu,,ia berha-
rap, kebijakan tersebut bisa
ditinjau ' ulang sebelum be-
nar-benar diterapkan, karena
berpotensi memberatkan ma-

syarakat. Terlebih, dengan
kondisi beberapa depo yang
_masih saja dipenuhi dengan
gunungan sampah, warga di-
pastikan bakal menaruh sen-
timen negatif.

“Kalau penanganannya
sudah bagus dan membu-
ahkan hasil, misal sat-set,
terus cepet resik, ‘menam-
pakkan Kota Yogya bersih
dan tidak ada penumpukan
di depo, mungkin masyarakat
akan bersedia ditarik retribu-
si. Tapi, sekarang kan masih
semrawut,” urainya.

Terlebih, politikus Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) itu
menuturkan, sampai sejauh
ini belum ada rembugan an-
tara eksekutif dan legislatif
terkait kebijakan tersebut, " .
Karenanya, ia mendorong,
daripada menarik retribu-
si dari warga, Pemkot lebih
baik mengusulkan -anggaran
tambahan untuk pengelplaan
sampah. ’

“Ya, ditambah pengang-
garannya untuk pengelolaan
sampah, karena masyarakat
sudah banyak membayar pa-
jak,” pungkasnya. (han/aka)
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